
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Jawa Barat pada umumnya,
dan Kabupaten Ciamis pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan
lainnya, dipandang perlu meningkatkan status Kota Administratif
Banjar menjadi Kota Banjar;

c. bahwa peningkatan status Kota Administratif Banjar menjadi Kota
Banjar akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kota Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3959);

6. Undang-…
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6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3811);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BANJAR
DI PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Barat.

2. Kabupaten Ciamis adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

3. Kota Administratif Banjar adalah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kota Administratif Banjar.
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BAB II…
BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Wilayah Kota Banjar berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis
yang terdiri atas:
a. Kecamatan Purwaharja;
b. Kecamatan Langensari;
c. Kecamatan Pataruman; dan
d. Kecamatan Banjar.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Banjar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Kabupaten Ciamis dikurangi dengan wilayah Kota Banjar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kota Banjar mempunyai batas wilayah:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisaga

Kabupaten Ciamis, serta Kecamatan Dayeuh Luhur dan
Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa
Tengah;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lakbok
Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten
Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dan
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kota Banjar secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
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Pasal 6…
Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kota Banjar, Pemerintah Kota Banjar
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7

Kewenangan Kota Banjar mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Kota Banjar.

(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjar untuk pertama kali dilakukan dengan:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai

politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan
di daerah tersebut; dan

b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjar, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penentuan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjar didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

b. Penentuan jumlah kursi dari masing-masing partai politik
didasarkan pada perolehan suara dalam Pemilihan Umum Tahun
1999.
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c. Calon...
c. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diusulkan oleh

masing-masing partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun
1999 kepada Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjar atas dasar Daftar Calon Tetap pada
Pemilihan Umum Tahun 1999.

d. Penyelenggaraan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjar dilakukan oleh Panitia Pengisian
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan
dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

e. Untuk pertama kali dalam pengisian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ciamis yang mewakili kecamatan-kecamatan
yang masuk Kota Banjar dengan sendirinya menjadi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

f. Pengesahan keanggotaan dan penentuan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dengan terbentuknya Kota Banjar, jumlah dan komposisi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-ten Ciamis tidak
berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.

(2) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ciamis ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi
anggota yang berpindah ke Kota Banjar.

(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ciamis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.

Bagian kedua
Pemerintahan Daerah

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar, dipilih
dan disahkan seorang Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah
peresmian Kota Banjar.


